
1

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD,
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

lenimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
dan untuk membantu kegiatan Partai Politik dalam rangka
memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang
mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur yang perhitungannya berdasarkan jurnlah
perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014 diberikan
bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

lengingat • 1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Korrenng Ulu
Selatan dan Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tarr.bahan Lembaran Negs.a Nomor 4438);

3 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);

4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewar, Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
123);

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Perauiran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Poltik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Poltik ( lombaian Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 195, lambahan I embnian Negam Republik Indonesia Nomor
!>3!)l),

I'eialuian Monton Dalam Negon Nomoi 24 lahuu 2(H)'.) lonlang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Peuganggaian Dalam APBD,
pCMHjaiiian, I'iMiy.-iliii.-iM. <lan lapoian IVilanggiing|awal>an
Penggunaan Bantuan Keuangan I'nlai Politik sebagaimana lelah
(iiubah denuan Peialuian Menlon Dalam Nogon Nomoi 2(i Ialum
:>()i:i litnliiiMi I'niiihnhan Ala:; I'<>i, ilui .in Mnnleii Dalam Ncgmi Nomoi
24 lahtin 200(J lonlang Pedoman lata Caia Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Ponga|uan, I'enyaluinn, (ta i lapoian
PorlangciunciiawabJiii I'niigdimnnn B inluan Kcuanuan I'ailii 'olilik
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Me-e:=-^?.- p|doM-aV\aTA ~ CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI oOLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan
neqara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

) Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara
proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur.

5. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Uu Timur.
(i 6. Pejabat Pengelol^ Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
f PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang
I selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

7. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

9. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

10. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat
DPC atau sebutan lainnya adalah pengunjs partai politik di tingkat
Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan
Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh
Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN



<t
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Pasal 2

(1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dibentan
oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komenng Ulu Timu setiap

(21 PartaTpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sdalah Partai
( ' Poffik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ogan Komenrg
(3) Ba^IiaTkeuangan sebagaimana dimaksud pada^ ™d^

secara proporsional yang penghitungannya berdasa.kan jumlah

(4) PDeathpaenrhHunganahpenetapan besarnya nilai ^ntuan keuangan per
( ' suara dan penetapan jumlah bantuan keuangan k^/«*

untuk setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalan
sebaga1manPa tercantum dalam Lampiran Idan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ira.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dan APBD ^bupate" ^berikan
kepada Partai Politik ai Kabupaten Ogan Komering Ulu Tmur bagi yang
Sapatkan kursi d, DPRD Kabupaten Ogan Komenng Ulu T.mur.

Pasal 4

(1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Fartai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3penghitungannya berdasarkan
pada jumTah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Ogan

(2) Sah^eJole^:T suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasionel yang
dif^kan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik dari
APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 4 avat (1) sebagai berikut:

Besarnya nilai bantuan persuara untuk parta, pohtik yang
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten yang bersumber dan APBD
Kabupaten adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten tahun anggaran
sebelumnya dibag dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu
DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan
suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daeran.

b Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokas.kan dalam APBD
Kabupaten setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan
suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara
sebaaaimana dimaksud pada huruf a ; danc Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten set.ap tahun
kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara parta. polrtik hash
pemiu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

Pas?l 6

(1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, adalah APBD tahun anggaran 2013 untuk
penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2014 -
2019 dan seterusnya.

a



(2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana
(}Siud dalam Pasal 5huruf aadalah perolehan suara hasil pem.lu

DPRD Kabupaten tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan
kepada partai politik tahun 2014-2013 dan seterusnya.

BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap
tahunnya dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam PasalI 5
hurTb dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 8

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik Van9 men^P^
DPRD Kabupaten dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah

(2) Penenfuan' anggaran bantuan keuangan kepada partai politik
memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

(1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat
permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( )
(2) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutanlainnya

denaan menggunakan kop surat dan cap stempel parta, politik
denqan melampirkan kelengkapan administrasi berupa .
a Surat keputusan DPP Parta, Politik yang menetapkan Susunan

Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan
lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretans Jenderal
DPP Partai Politik atau sebutan lainnya ;

b Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak ;
c' Surat Keterangar, Autentikasi hasil penetapan perolehan, kurs

dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat
KabupaL yang dilegalisir Ketua atau Sekretans Kom.s,
Pemilihan Umum Kabupaten; . mri

d Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan
' oernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan ;

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan parta. pohtjk
dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dan jumlah
bantuan yang diterima untuk pendidikan politik ;

f Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran
sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK ;

a Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersed.a dituntut9' Ssuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan
yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretans DPC
atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop
surat partai politik;



(3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(4) S1=r5Sa,mana dimaksud P-^J-J)

Kabupaten.

Pasal 10

Dalam ha, parta, politik tidak mengajukan P^™^^be^
ESrSLSSoel^t^O& dapafdibenka,

VERIFIKASI KELENGKAPANADMINISTRASI PARTA, POUTIK
Pasal 11

(1) verifikasi kelengkapan ^f^^^A^n^
Sju '̂pe-hon^ BTnturKe^n Partai Pol,,, tingkat

(2) ifm Wrifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala
Badan KesatuanBangsa dan Politik. gya( (1)

(3) SfK^pSn U^J Kabupaten dan Unsur Sekretariat
(4) Sentukan Tim Venfikas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupatr djbebankan

<5) ^^X£^<^™*«^
Pasal 12

(1) Hasil Verifikasi kelengMpan administrasi permohonan bantuan

(' fDTercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupat, mi.
Pasal 13

Berita aoara hasi, ^^K^'SJ^S
SE^SST SupaT53sLrsSu^S!Sl

BAB VIPENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Daerah Kabupaten atas persetujuan Bupati. ift|*5„. (.p*-«»



A

Pasal 15

Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikantanda bukt penerimaan ba'ntuan keuangan yang d;sa.urkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalu, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLI TIK

Pasal 16

Bantuan keuangan parta, politik digunakan sebagai dana penunjang
kegiatan pendidikan politik dan operasional sekreianat partai politik.

Pasal 17

(1) Keqiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
( a Meningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
b Meningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara; dan
c Meningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter

bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan

f PeTdSaTmenqenai 4(empat) pilar berbangsa dan bernegara
' yaitu Pancasila, UUD 1945, BhineKa Tunggal Ika dai Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
b Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara

Indonesia dalam membangun etika dan bjdaya politik; dan
c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan

berkelanjutan. ,,,
(3) Keqiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
( dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan

gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan
Pancasila.

Pasal 17

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 berkaitan dengan :
a. Administrasi umum;
b. Berlangganan daya dan jasa;
c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Pasal 18

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16, antaralain berupa:
a. seminar;
b. lokakarya;
c. dialog interaktif;
d. sarasehan; dan
e. workshop.
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PPTANGGUHGJAWAB^PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWArtaj pQum

Pasal 19

dana bantuan keuangan.

Pasal 20 v. ot innrran pertanggungjawaban"^,maPan"ldkan p^^ang^ng bomber dari dana
(2) rapran^nggungjawaban sebagaimana d.maksud pada ayat (1,
H^rp-r= ZJ2^~

• dan Pengadaan/Penggunaan Jasa djmaksud pada
(3) Format laporan P«U^ayat (2) tercantum dalam Lampiran

(D

Pasal 21 .

Parta, Po„t,k yang mendapatkan bantuan =L,kT^rfn
dimaksud dalam Pasal 19 waJ°n pengeluaran bantuan
pertanggungjawaban fi™™™* bantuan APBD secara berkala 1keuangan yang bersumber dan fn*** Keuangan, untuk
SLrUf"palinftrI3 «JT^ — —•*"»"
berakhir QPhqaaimana dimaksud dalam ayat (1)

(2> rtfSRTn^SS^* P-, polr* **-
(3) E^-gscs: sw^^r*?^wajib dlsamPa,k^hkBe3Pdan Pemenksa Keuangan.setelah dipenksa oleh Badan run

Pasal 22 .Lap0ran pertanggungjawaban sebagaimana d,maksud dalam Pasa, -I
terbuka untuk diketahui masyarakat

S3S^SSSsS^JS^^^ Bupat, untuk parta, polit.k t.ngkat
kabupaten.

Pasal 24 ,.,

"T=200TdSa«a^S«fe
5SSSSS^»2baMi 2009-2014



{7) Bantuan keuangan ^ ^^^^^

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

arfs»="*- =s=
Bupati

Pasal 26

Pada saat Peraturan b£» »™^^tan^Sm^^Komering Ulu Timur nomor 1.a Tahun 2010 Te « g |uran, dan
Slngan.^^X^^"" "*"pSd'aSrSCtidakfedakulagi.

Pasal 27

,.,„„»...—•—-™-""•" „„„„
~ -sarsrwsrsrsrs-
peraturan Bupau mi ,,|,,TimijrKabupaten Ogan Komering Ulu T.mur.

Ditetapkan di Martapura^
3da tanggal

LaTI OGAN KOMERING ULU TIMUR^
^>&

H. HERMAN DERU '̂

Ditetapkan d, M8rtapi,^15
pada tanggal

K^SR4SVuTMUR
y

C^^^w. idhamVo

BER1TADAERAH KABUPATEN OGAN KOMER.NG U,, T.MUR
TAHUN 2015 NOMOR
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Lampiran II Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : f. -7-.tv'\' X>f> _
Tanqgal i i;u-v);Tp\ 9<0-'

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini .. tanggal bulan Tahun Tim Verifikasi» an ^dlistrasi Bantuan" Keuangan Kepada Parta, Pol,* yang d,bentuK

tehun'BS^^^

paaa Pemilihan Umum Tahun serjanyd*

^RP nPmikian"Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi BantuanKeuanganTepa'da Parti ini, d.buat untuk dapat dipergunaUan sebagaimana mestmya.

INISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KELENGKAPAN ADM

1. ,

2.

3.

4.

5.

6.

/.

Ketua

Sekretaris

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



Iampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komenng Ulu Timur
Nomor : i-< ••<*.- : '^ -5015
Tanggal : •"; y:>h^^ 9©£'

FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN

Tanggal Bulan Tahun sebagai benkut:
"KETERANGAN

JO 'JENIS PENGELUARAN" JENIS

KEGIATAN.

VOLUME
KEGIATAN

REALISASI"

A

II

it-

PFNDIDIKAN POLITIK

a. Seminar;

b. Lokakarya;

ic. Dialog interaktif;

d. Sarasehan; dan

s. Workshop.

QPFRASIONAL SEKRETARIATJ^
1. Administrasi Umum

Keperluan ATK

Rapat Internal Sekretariat

Ongkos Perjalanan Dinas
dalam rangka mendukung
kegiatan operasional
Sekretariat

a.

b.

c.

Langganan Dayadan Jasa

a. Telepon dan Listrik

b. Air Minum

c. Jasa Pos dan Giro

d. Surat menyurat

3. "Pemeliharaan Data dan Arsip

4. Pemeliharaan Peralatan Kantor

SALDO

Mengetahui:
Ketua Umum,

3&-

Bendahara Umum


